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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

NIOMOR 
" 

z4o TAHUI\{2018

TEN'IANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BE,RMAIN MERCUSUAR

KEPAL; 

'INAS 

PENDIDIKAN KOTA AMBON

a.bahwakebutuhanmasyarakatuntukmemperolehpendidikan,khusustingkatPendidikan
Anak usia Dini adalah salah satu bentuk pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang

menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini 0-4;

b. bahwa usul pendirian Paud Kelompok Bermain Mercusuar Arnbon oleh penyelenggara

beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;

c. bahwa hasil verifikasi Kepala aidang Pendidikan Anak, Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

beserta staf, maka dapat diberitu"n rjin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

d.bahwaijinKelompokBermaintersebutdapatdiberikandalambatasketentuanhukumdan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang.Undang Darurat Nomor

23 Tahun Lg57 tentang pembentukan Daerah swatantra Tingkat ll dalam wilayah Daerah

SwatantraTingkatlMalukutlembaranNegaraTahunlg5TNomorS0)sebagaiUndang.
Undang{LembaranNegaraTahunlg58NomorlllTambahanLembaranNegaraNomor

z. ffiru"oang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomo' AZ] fu*Uthan Lembaran Negara Nomor a286\;

3. undang-Undang Nomor 20 Tahun 200j tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Tahun iooE Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor l- Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5,Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahDaerah(LembaranNegara
Nomorl25,TambahanLembaranNegaraNomor443T|;sebagaimanatelahdiubahdengan
peraturan pemerintah pengganti Unding-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

atasUndang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahDaerah(LembaranNegara
Tahun2005Nomor380,TambahanLembaranNegara4g3);yangtelahditetapkanmenjadi
Undang.UndangNomorSTahun2005,LembaranNegaraTahun2005Nomorl0Stentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tailun 2004 tentang Pemerlntah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomopi ss, tambahan Lembaran Negara Nomor 48a4\;

6.Undang.UndangNomor12Tahun20lltentangPembentukanPeraturanPerundang-
Undangan(LembaranNegaraTahun20l].Nomor32,TambahanLembaranNegaraNomor

7. 
tilll;rr^ 

pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai

Daerahyangberhakmengaturdan.mengurusrumahtangganyasendiri(LembaranNegara
Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Daerah

TingkatllAmbon{LembaranNegaraTahunlgTgNomor20,TambahanLembaranNegara

s. I::il:i'l}*",.,nr.', Nomor 27 rahun Lee0 ientang pendidikan prasekorah (Lembaran

NegaraTahunlgg0Nomor35,TambahanLembaranNegaraNomor34l'1\;
l0.PeraturanPemerintahNomor3gTahunlgg2tentangPeranSertaMasyarakatdalam

PendidikanNasional(LembaranNegaraTahunlgg2Nomor6g,TambahanLembaranNegara
Nomor 3485);



12.

15.

14.

1L. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

{Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor41, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa96\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Rl

Nomor 5105);
Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Nonformal;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAI!

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian ljin Pendirian Lembaga

Pendidikan Nonformal
Memberi ljin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

15.

16.

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kota

Penanggung Jawab

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat;
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia

U.p. Dirjen PAUD-Nl diJakarta

2. Gubernur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bappekot Ambon
7. lnspektur Kota Ambon

; Kelompok Bermain Mercusuar
: PendidlkanNonformaldanlnformal
: Jl. Mercusuar RT.002/RW.08 Kampung Muri-Anahu Latuhalat
: Negeri Latuhalat
: Nusaniwe
: Ambon
: Beppy Lekatompessy, S. Th

Penyelenggara : Beppy Lekatompessy, S. Th

Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun dari
tanggal 19 Deser.nber 20L8 sld 19 Desember 2021
Satuan Pendidikan pada diktum kesatu akan ditutup dan dicabut ljin Operasionalnya apabila tidak
lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
yang akan ditentukan kemudian
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain Mercusuar.
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